PERATURAN PRES| DEN REPLBLI K | NDONES! A
NOMCR 46 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN MONTREAL  AVMENDMVENT TO THE MONTREAL PROTQOCL ON
SUBSTANCES THAT DEPLETE THE (ZONE LAYER ( AVENDEMEN MONTREAL
ATAS PROTCKOL MONTREAL TENTANG BAHAN- BAHAN YANG
MERUSAK LAPI SAN CZ7QN)

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

a.

Mengi
1.

2.

bahwa Vienna Gonvention for the Protection of the (zone Layer dan
Montreal Protocol on Substances that Deplete the (xone Layer as
Adj usted and Anended by the Second Meeting of the Parties London, 27
- 29 June 1990 telah disahkan nel alui Keputusan Presiden Republik
| ndonesi a Nonor 23 Tahun 1992;

bahwa Mntreal Protocol on Substances that Deplete the (zone Layer,
Gopenhagen, 1992 (Protokol Mntreal tentang Zat-zat yang Merusak
Lapi san (&zon, (openhagen, 1992) tel ah di sahkan pul a nel al ui Keput usan
Presi den Republ ik I ndonesia Nonor 92 Tahun 1998;

bahwa pada tanggal 17 Septenber 1997 di Mntreal, Canada tel ah
di adopsi Amendenen Mntreal atas Protokol Mntreal tentang Bahan-
bahan yang Merusak Lapi san (zon yang bertuj uan untuk nengefektifkan
pel aksanaan Prot okol dengan nenper kuat prosedur pengendal i an konsunsi
dan produksi bahan perusak | api san ozon;

bahwa |ndonesia perlu nengenbangkan sistem perizinan dal am rangka
pengawasan dan pengendalian inpor dan perdagangan untuk nencegah
perdagangan il egal bahan perusak | api san ozon;

bahwa | ndonesi a nasi h nenerl ukan Methyl Bromde untuk prapengapal an,
karantina dan penyinpanan di gudang yang hanya dapat diinpor dan
di ekspor dari dan ol en Negara yang tel ah nengesahkan Amendenen;

bahwa ber dasar kan perti nbangan sebagai mana di naksud dal am huruf a, b,
c, d, dan e dipandang perlu nengesahkan Mntreal Anendnent to the
Montreal Protocol on Substances that Deplete the (zxone Layer dengan
Per at uran Presi den;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Whdang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Uhdang Nonor 23 Tahun 1997 tentang Pengel ol aan Li ngkungan
Hdup (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 68,
Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3699);

Undang- Uhdang Nonor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonor 185, Tanbahan
Lenbar an Negara Nonor 4012);

Undang- thdang MNonor 10 Tahun 2004 tentang Penbentukan Peraturan
Per undang- undangan (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2004
Nonor 53, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 4389);

Keputusan Presiden Nonor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan M enna
Gonvention for the Protection of the (one Layer dan Mntreal
Protocol on Substances that Deplete the (zone Layer as Adjusted and
Arended by the Second Meeting of the Parties London, 27 - 29 June



1990 (Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a Tahun 1992 Nonor 50);

6. Keputusan Presiden Nonor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal
Protocol on Substances that Deplete the (zone Layer, (openhagen, 1992
(Protokol Mntreal tentang Zat-zat yang Mrusak Lapisan Qon,
Qopenhagen, 1992) (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nonor 105) ;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATLRAN PRES DEN TENTANG PENCESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL
PROTAOCL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE (ZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL
ATAS PROTCKCL MONTREAL TENTANG BAHAN- BAHAN YANG MERUSAK LAPI SAN CZQN) .

Pasal 1

Mengesahkan Montreal Anendment to the Montreal Protocol on Substances that
Depl ete the (zone Layer (Anendenen Montreal atas Prot okol Mntreal tentang
Bahan- bahan yang Merusak Lapi san (zon), yang nerupakan hasil S dang Para
A hak ke-9, tanggal 15 — 17 Septenber 1997 di Mntreal, Canada, yang naskah
aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dal am bahasa | ndonesia
sebagai nana terlanpir dan nerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Anendnent
dal am bahasa |Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris
sebagai nana di naksud dal am Pasal 1, maka yang berl| aku adal ah naskah asli nya
dal am bahasa I nggri s.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penenpat annya dal am Lenbaran Negara Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd,

DR H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO

O undangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2005
MENTER HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONES A,
ttd.
DR HAM D AWALLD N
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